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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUN JAWA

BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH

DAN

JARINGAN BANTUAN SATWA JAKARTA/JAKARTA ANIMAL AID NETWORK

TENTANG

PERLINDUNGAN, REHABILITASI DAN PELEPASLIARAN LUMBA-LUMBA

(Dolphinidae) DI Jawa Tengah
Nomer : .................................

Nomer : .................................

Nomer : .................................


Pada hari ini ............... Tanggal .............., Bulan ..................., Tahun ............................, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama

: ...........................................

Jabatan

: ...........................................

Alamat

: ...........................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Taman Nasional Karimun Jawa, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama

: ............................................

Jabatan

: ............................................

Alamat

: ............................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
3. Nama

: Benvika

Jabatan

: Ketua Jakarta Animal Aid Network

Alamat

: Jl. H. Hasan No.48 RT 002/010, kel. Baru,



  Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur

Dalam hai ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Bantuan Satwa Jakarta/Jakarta Animal Aid Network (JAAN), dan selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Memperhatikan :

1. Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2011 Tentang. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
6. Peraturan menteri kehutanan Nomor. P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggara Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian alam

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Lingkup kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menhut-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/Menhut-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.  

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.8/Menhut-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam.  

PARA PIHAK menyatakan persetujuannya dan bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan program Perlindungan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dephinidae) di Jawa Tengah.
PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk medukung upaya Perlindungan, Rehabilitasi, dan Pelepasliaran Lumba-lumba di Jawa Tengah.
PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

a. Pembangunan Lokasi Rehabilitasi lumba-lumba di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa;

b. Pengelolaan lokasi Rehabilitasi lumba-lumba;

c. Perlindungan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran lumba-lumba;

d. Membangun pangkalan data lumba-lumba;
e. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola;

f. Pemberdayaan masyarakat setempat untuk terlibat dalam program;

g. Sosialisasi dan diseminasi pelestarian lumba-lumba kepada masyarakat dan hasil-hasil survey lumba-lumba kepada pihak-pihak terkait;

h. Penyelamatan Lumba-lumba karena terdampar, sitaan, terjaring oleh Nelayan baik disengaja atau tidak disengaja;

i. Pengamanan dan pengawasan lumba-lumba paska pelepasliaran;
j. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

PASAL 3

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM

(1) Penjelasan tentang tujuan khusus, mekanisme kerjasama, laporan dan evaluasi akan diuraikan lebih lanjut dalam arahan program yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
(2) Rencana Pelaksanaan Program akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja tahunan.

PASAL 4
LOKASI KEGIATAN

(1) Lokasi Rehabilitasi berada di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa, Perairan Pantai Barakuda, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

(2) Lokasi kegiatan program kegiatan Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-Lumba meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah;
PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak sebagai berikut :

a. Berperan selaku fasilitator dan regulator;
b. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KETIGA;
c. Menerima data dan informasi hasil kerjasama yang disepakati untuk penguatan fungsi pengelolaan Taman Nasional;
(2) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut :

a. Memberikan arahan kepada PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan kerjasama;
b. Bersama dengan PARA PIHAK melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama;

c. Membentuk tim yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama;

d. Menugaskan staf sebagai tenaga pendamping dalam pelaksanaan kerjasama;

e. Bersama PARA PIHAK menyusun rencana pelaksanaan program/ kegiatan kerjasama;

f. Membantu PIHAK KETIGA bantuan teknis dan advis/konsultasi;

g. Bersama PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut :

a. Berperan selaku fasilitator dan regulator;
b. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KETIGA;
c. Menerima data dan informasi hasil kerjasama yang disepakati;
(2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut :

a. Memberikan arahan kepada PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan kerjasama;

b. Bersama dengan PARA PIHAK melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama;

c. Membentuk tim yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama;

d. Menugaskan staf sebagai tenaga pendamping dalam pelaksanaan kerjasama;

e. Bersama PARA PIHAK menyusun rencana pelaksanaan program/ kegiatan kerjasama;

f. Membantu PIHAK KETIGA bantuan teknis dan advis/konsultasi;

g. Bersama PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

(1) PIHAK KETIGA berhak sebagai berikut :

a. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meningkatkan efektivitas pengelolaan lokasi maupun sarana dan prasarana rehabilitasi;

b. Menerima arahan teknis dalam hal pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

c. Mendapatkan bantuan teknis/administratif, fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

d. Mencari sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan ketentuan dan perundangan;

e. Mendapatkan bantuan personil pendamping dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan;

f. Mempublikasikan hasil kegiatan setelah mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KETIGA berkewajiban sebagai berikut :

a. Bersama PARA PIHAK menetapkan tujuan dan menyusun perencanaan kerja program, implementasi, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan kerjasama;

b. Membangun lokasi rehabilitasi lumba-lumba di Kawasan Taman Nasional Karimun jawa, termasuk kelengkapan peralatan, bahan, dan material lainnya dalam rangka operasionalisasi lokasi rehabilitasi yang dimaksud;

c. Bersama PARA PIHAK melaksanakan kegiatan perlindungan, Rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba;

d. Bersama PARA PIHAK melakukan pengelolaan lokasi rehabilitasi lumba-lumba, termasuk mendukung pengamanannya;

e. Bersama PARA PIHAK membangun pangkalan data lumba-lumba;

f. Memberikan dukungan pendanaan, tenaga ahli yang berkualifikasi, asistensi teknis dalam rangka transfer pengetahuan dan kemampuan teknologi kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

g. Bersama PARA PIHAK melakukan pengamanan dan monitoring lumba-lumba paska pelepasliaran;
h. Bersama PARA PIHAK melaksanakan kegiatan survey/penelitian dan pengembangan serta pembinaan habitat lumba-lumba;
i. Bersama PARA PIHAK mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam program kerjasama;
j. Bersama PARA PIHAK menyelenggarakan pendidikan lingkungan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi konservasi lumba-lumba dan satwa liar lainnya kepada masyarakat;

k. Bersama PARA PIHAK melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam rangka pencapaian sasaran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama;
l. Mendukung upaya penegakan Hukum sesuai dengan kapasitas dan batas kewenangan;

m. Bersama PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;

n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara reguler kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 8

PEMBATASAN KEGIATAN BAGI PIHAK KETIGA

(1) PIHAK KETIGA dilarang membawa materi dari spesimen lumba-lumba baik dari dan/atau wilayah Jawa Tengah tanpa prosedur tata cara peredaran jenis yang berlaku.
(2) PIHAK KETIGA dilarang memasukkan jenis lain dari luar yang tidak terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa dan dapat menjadi species invasif;
(3) PIHAK KETIGA dilarang mengambil materi/spesimen dari dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa tanpa ijin; 

(4) PIHAK KETIGA menjamin bahwa personil yang terlibat dalam program kerjasama ini :

a. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
b. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
c. Tidak terlibat kegiatan intelejen.
d. Menghormati budaya, tradisi dan keyakinan masyarakat setempat.
(5) Setiap pelanggaran terhadap ayat (4) dapat mengakibatkan pencabutan penugasan personil yang dimaksud;
PASAL 9
PEMANFAATAN HASIL KERJASAMA DAN STATUS KEPEMILIKAN PERALATAN

(1) Hak kekayaan intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survey, basis data, lembar pengetahuan, foto, video atau informasi lain baik berwujud maupun tidak berwujud fisik yang dihasilkan dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi milik PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK berkoordinasi sebelum menggunakan hasil dari kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat (1).

(3) PARA PIHAK dapat menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum di dalam ruang lingkup kerjasama.

(4) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak lain atas kepemilikan dan keabsahan hak kekayaan intelektual.

(5) Publikasi hasil pelaksanaan kerjasama harus mencantumkan logo PARA PIHAK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(6) PARA PIHAK dapat menggunakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan komersil dengan pembagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(7) Dalam hal perjanjian kerjasama dinyatakan berakhir dan atau tidak diperpanjang lagi, maka semua aset yang tidak bergerak hasil kegiatan kerjasama dalam bentuk bangunan, peralatan, ataupun fasilitas lainnya di dalam kawasan diserahkan kepada Negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi (Gakum).

(8) Penyerahan aset hasil kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan sebelum masa perjanjian kerjasama berakhir.

(9) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain oleh PIHAK KETIGA dalam ruang lingkup perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(10) Pengambilan specimen untuk kegiatan penelitian oleh PIHAK KETIGA dan pihak lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 10

SUMBER PENDANAAN

Pendanaan untuk menjalankan program-program yang tertuang dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama bersumber dari PIHAK KETIGA dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 11

TENAGA AHLI ASING

Tenaga ahli asing yang dipekerjakan dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama berada dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

PASAL 12

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal masih diperlukan, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

(3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
PASAL 13
BERAKHIRNYA DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Perjanjian kerjasama ini akan berakhir apabila :

a. Jangka waktu kerjasama telah selesai berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK;

b. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan atau PIHAK KETIGA mengajukan permintaan pengunduran diri/pemutusan kerjasama secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum waktu pengunduran yang diajukan;

c. Karena bubarnya Organisasi PIHAK KETIGA;

d. PIHAK KETIGA tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini; dan/atau

e. Salah satu PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK

(3) Berakhirnya Kerjasama ini tidak melepaskan tanggungjawab PARA PIHAK terhadap tuntutan hukum dan kewajiban-kewajiban lainnya.
PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

PASAL 15

KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan kahar, dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami kahar, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak dalam waktu minimal 3x24 jam.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi diluar kemampuan/kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain peperangan, kerusuhan/huru-hara, revolusi, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit, pemogokan umum dan kebakaran.

(3) Dalam hal terjadi kahar, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama yang menyangkut hak dan kewajiban.
PASAL 16

LAIN- LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dirumuskan secara bersama-sama dan selanjutnya akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan landasan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.

PASAL 17
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
        PIHAK PERTAMA

 PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

           Kepala BTNKJ

 Kepala BKSDA Jawa Tengah 
   Ketua JAAN


       (..............................)
          (................................)

      (Benvika)

Mengetahui

Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
(..................................)

